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H
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DI KABUPATEN BUITVEé\rgUDUK ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA Esa
BUPATI BunGo,

_ Pemanfaatan Nom
K?Pepdydukan, Data Kependudukan dan, Kartgr ;‘zggl:
Penduduk Elektronik, pemberian izin hak akses data
Kependudukan kepada petugas pada instansi pelaksana dan

lembaga pengguna tingkat Kabupaten/Kota didegelasik
kepada Bupati/Walikota; | s

bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi dalam
pelaksanaan pemberian hak akses serta pemanfaatan Nomor
Induk Kependudukan dan Kartus Tanda Pendudulk Elektronik

di Kabupaten Bungo perlu diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Bupati;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Persyaratan, Ruang Lingkup, dan Tata Cara
Pemberian Hak Akses serta Pemanfaatan| Nomor Induk

Kependudukan, Data Kependudukan dan| Kartu Tanda
Penduduk Elektronik di Kabupaten Bungo;

Undang-Undang Nomor | 12 Tahun 1956  Tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten daliam Lingkungan
Daerah Provinsi Sumatera Tengah ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun| 1956, Nomor 22, sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965
Tentang Pembentukan Daerah Tingkat Il sarolangun Bangko
dan DaerahTingkat II Tanjung Jabung ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor |50, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ?755);

|
2. Undang-Undang,........ 2
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2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 te
Kependudukan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan

ntang Administrasi

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahi
Administrasi Kependudukan (Lembaran
Indonesia Tahun 2013 | Nomor 262, Tai
Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

. Undang-Undang Nomor| 11 Tahun 2008
dan Transaksi Elektronik (Lembaran

tentang Perubahan
un 2006 tentang

Negara Republik

mbahan Lembaran

tentang Informasi
Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, b Tat
Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

mbahan Lembaran

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun | 2011 tentang
pembentukan Peraturan P’emndang—Unc}angan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 82,

2011
Tambahan Lembaran Negara Republik | Indonesia Nomor
5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 1
Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa
diubah dengan Undang-Undang Nomori 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daera !(Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nom(!)r 5679);

2014  tentang
Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 nghun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan (Lembaran N ! gara Administrasi
Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran‘ Negara Republik
Indonesia Nomor 4736),| sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun
2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5375);

---------

8. Peraturan
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12.

13.

14.

15.

16.
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Peraturan Pemerintah | Nomor 82 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elstektronik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indlonesia 5348);

. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Pelayanan Publik (Lembaan Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia 5357);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan |Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang
Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan
Pencatatan Sipil;

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang peraturan
pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lémbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010
tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2011
tentang Pedoman  Pengkajian, Pengembangan, dan
Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2015
tentang Persyaratan, Ruang Lingkup| dan Tata Cara
Pemberian Hak Akses serta Pemanfaatan Nomor Induk
Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda
Penduduk Elektronik;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016

tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta
Kelahiran;

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran
Daerah Kabupaten Bungo Thn 2010 Nomor 2), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Dacrah Nomor 8 Tahun 2015
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tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun
2010 tentang Penyelenggaran Administrasi Kependudukan
(Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2015 Nomor 8);

18. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Bungo (Lembaran Daerah Kabupaten B@ungo Tahun 2016
Nomor 5); '

MEMUTUSKAN: '

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERSYARATAN, RUANG

LINGKUP DAN TATA CARA PEMBERIAN HAK AKSES SERTA
PEMANFAATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN, DATA
KEPENDUDUKAN, DAN KARTU TANDA PENDUDUK
ELEKTRONIK DI KABUPATEN BUNGO.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

L.
2.

HE =

10:

Daerah adalah Kabupaten Bungo.

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah yang memimpin| pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Bungo.

Menteri adalah Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.|

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut Dinas
adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bungo.
Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat
tinggal di Indonesia.

Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan
penertiban dalam penertiban dokumen dan Data Kependudukan melalui
Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi
Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan public dan
pembangunan sektor lain.

Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, selanjutnya disingkat SIAK
adalaha sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan
komunikasi untuk menfasilitasi pengelolaan informasi dan administrasi
kependudukan ditingkat penyelenggara dan Dinas sebagai suatu kesatuan.
Database adalah kumpulan bebagai jenis data kependudukan yang
tersimpan secara sistematik, terstukrtur, dan saling berhubungan dengan
menggunakan perangkat lunak, perangkat keras, dan jaringan komunikasi
data.

Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang
terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan
Pencatatan Sipil.
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11. Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat I!\IIK adalah nomor
Identitas Penduduk yang bersifat unik dan khas, tunggai dan melekat pada
seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia. !

12. Kartu Tanda Penduduk Elektronik selanjutnya dlslngkat KTP-el, adalah
Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi chip yang s rupakan identitas
resmi penduduk sebagai bukti diri yang ditertibkan oleh Instansi Pelaksana.

13. Pengguna Data adalah Lembaga Negara, kementerian/lembaga pemerintah
non kementerian dan/atau badan hukum Indonesia yang memerlukan
informasi data kependudukan sesuai dengan bidangnya. |

14. Hak Akses adalah hak yang diberikan oleh Menteri kepada petugas yang ada
pada penyelenggara, Instansi Pelaksana dan Pengguna Untuk dapat
mengakses database kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan.

BAB 11 |
LINGKUP PEMANFAATAN
Pasal 2

(1) Lingkup pemanfaatan oleh lembaga Pengguna meliputi NIK, Data
Kependudukan dan KTP-el.

(2) NIK dan Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah
data yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh kementerian Dalam
Negeri, yang bersumber dari hasil pelayanan administrasi kependudukan
dengan menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang

tersambung antara tempat pelayanan dengan Data Center Kementerian
Dalam Negeri.

BAB III
CAKUPAN PELAYANAN
Pasal 3

Pelayanan Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan, dan KTP-el dilakukan oleh
Dinas.

Pasal 4

Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berwenang dan berkewajiban
melayani pemanfaatan NIK, Data Kependudukan, dan KTP-el kepada Lembaga
Pengguna, meliputi:

a. Perangkat Daerah; dan

b. Badan Hukum Indonesia yang memberikan pelayanan publik yang tidak
memiliki hubungan vertikal dengan lembaga pengguna di tingkat pusat.
I

TATA CARA PEMBERIAN HAK AKSES
Pasal 5

(1) Bupati memberikan izin hak akses kepada petugas pada|instansi pelaksana
dan lembaga pengguna.
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(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai persyaratan pembuatan dan
pelaksanaan perjanjian kerjasama antara Dinas dengan Lembaga pengguna

tingkat Daerah. i

(3) Naskah Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pad;a ayat (2) sebelum
ditandatangani harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada unit kerja yang
membidangi kependudukan dan pencatatan sipil Provinsi J‘lambi.

BAB V
TATA CARA PEMANFAATAN
Pasal 6

Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan, dan KTP-el oleh lembaga pengguna,
wajib menggunakan aplikasi data warehotise vang dibangun oleh Direktorat
Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan prosesnya diatur sebagai
berikut:

a. permohonan permintaan izin secara tertulis dari pimpinan lembaga Pengguna
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 kepada Bupati;

b. pemberian izin pemanfaatan oleh Bupati kepada lembaga Pengguna tingkat
Daerah;

c. penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Kepala Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil dengan kepala/ plmpman lembaga | pengguna tingkat
Daerah sebagai tindak lanjut dari pemberian izin pemanfaatan sebagaimana
dimaksud pada huruf b;

d. pembentukan Tim Teknis oleh lembaga pengguna yang sudah
menandatangani Perjanjian Kerjasama;

e. pemberian hak akses oleh Bupati berdasarkan permintaan dari lembaga
pengguna yang sudah menandatangani Perjanjian Kerjasama;

f. Bupati melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan| Sipil melakukan
pengendalian, pengawasan, dan evaluasi terhadap lembaga pengguna, secara
insindentil dan berkala setiap 6(enam) bulan; dan

g Bupati melaporkan hasil pengendalian, pengawasan, dan evaluasi
sebagaimana dimaksud huruf f kepada Menteri melalui Gubernur Jambi,
secara insindentil dan berkala setiap 6 ( enam) bulan.

Pasal 7

Standar Operasional Prosedur (SOP) Tata Cara Pemberian| Hak Akses Serta
Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu
Tanda Penduduk Elektronik bdi Kabupaten Bungo sebagalmana tercantum

dalam Lamplran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.
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BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

: ; : |
Agar setiap orang mengetahuinyd, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten

Bungo. I

Diundangkan di Muara Bungo
pada tanggal 7- M#AeeT - 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO,

H. RIDWAN IS

BERITA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2018 NOMOR /0



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) TATA CARA PEMBERIAN HAK AKSES SERTA PEMANFAATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN
DATA KEPENDUDUKAN DAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK DI KABUPATEN BUNGO

PROSEDUR PEMANFAATAN DATA AGREGAT

SOP PEMANFAATAN DATA AGREGAT

Lembaga Pengguna Bupati Bungo Tim Pemanfaatan Data
. Menerima dan 2 gicue
Menyetujui Memeriksa
Membuat Surat Permohonan p|  Daftar Hak
Permohonan Hake Akses Ea.mﬁ yang
—» Pengajuan Hak Akses diajukan
Dilampirkan Daftar
Pengguna v
Memberikan tugas Verifikasi
kepada tim teknis Bermasalah
Daftar
Pengguna | Membuat hak
Disetujui
Menerima Hak Akses < 4 akses
dan Berita Acara J
%
Membuat berita
Acara | | Dokumen Daftar
Hak Akses
Permintaan
Perubahan Hak v
Akses Penyerahan
—  kepada Instansi Daftar User yang
Pengguna L ditolak —




PROSEDUR PENANGANAN MASALAH

SOP PENANGANAN AKSES TIDAK WAJAR

UserID di Lembaga

Manajemen

Bupati Bungo Tim Pemanfaatan
Pengguna Lembaga Pengguna Data
Mulai
o i Melaporkan User
Menerima a Menerima Lapofan ._s.m:m:B.m . dengan ketidakwajaran
Laporan dari Bupati Bungo Laperan gark tim Hak Akses Bupati Bungo
Teknis
3 A
X
Melakukan Meneruskan :
. Menon aktifkan User
Memberikan L_|  Kiarifikasi ke User Laporan ke
Klarifikasi bersangkutan Instansi Pengguna
Menerima Menerima Hasil

Klarifikasi User

£ Klarifikasi dari

A

Meneruskan
Klarifikasi Ke Bupati
Bungo

sistem

Instansi Pengguna

Pengaktifan Hak

b Akses

Pertimbangan

Diterima

Menghapus L
Pengguna dari

Ditolak

Penghapusan Hak
Akses

b Selesai




PROSEDUR PENYAJIAN DATA

SOP PENAMBAHAN LAPORAN DATA AGREGAT

Lembaga Pengguna

Bupati Bungo

Tim Pemanfaatan

Mulai

Mengajukan Surat Permohonan
Laporan Data Agregat Tambahan

Menerima Berita Acara

Pengerjaan

\ 4

Selesai

h 4

Menerima Surat Permohonan
Laporan Data Agregat Tambahan

v

Menyetujui Permohonan Laporan
Data Agregat Tambahan

Menyerahkan Format Laporan ke

»  Menerima Format Laporan

Tim Teknis

Menyetujui Format dan Konten
Laporan

Analisa dan Desain

h 4

Pembuatan Konten dan Format
Laporan

Penempatan ke dalam Dashboard

Penyerahan Berita Acara Pengerjaan
Ke Instansi Pengguna

Instansi Pengguna

__BUPATI BUNGO,

s
£




